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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jombang, 30 Oktober 1988, umur 33 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten

Jombang, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lumajang, 3 Maret 1987, umur 35 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman
di  XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2022 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 24 Juni 2022
dengan register perkara Nomor 1660/Pdt.G/2022/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang ,menikah

pada tanggal 16 Desember 2007 sebagai mana tertuang dalam Duplikat
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Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYYY vyang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang tanggal 13 Juni 2022;
2. Bahwa pada waktu
menikah pertama Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat
berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah
Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang
tua Peggugat selama 10 tahun ,kemudian pindah dirumah Tergugat selama 3
tahun:
4. Bahwa selama
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri ba’dadukul dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing
bernama : ANAK 1Kumur 13 tahun dan ANAK 2 umur 6 tahun
5. Bahwa pada awalnya
rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal
2020 rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
a. Karena Penggugat
tidak suka dengan sikap Tergugat yang tidak jujur dalam masalah ekonomi
karena Penggugat kerja membantu Tergugat (jualan Pentol) sehingga
Penggugat tidak bisa dan tidak dapat mempunyai uang sendiri;
b. Selain Penggugat juga
tidak suka dengan sikap Tergugat yang jika tengkar dan marah selalu
memukul Pengggugat dan sering berkata yang menyakitkan hati
Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Mei 2021, akibatnya Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dan pulang kerumah
orang tuanya sendiri di Jombang, sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga
sekarang kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tidak memberi nafkah kepada
Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras untuk bersabar dan rukun kembali

dengan Tergugat , namun tidak berhasil
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8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan
lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar
berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT )
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara,
sesuai dengan hukum yang berlaku

Apabila Pengadilan bependapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim
mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah pula ditempuh proses
mediasi dengan Mediator Pengadilan Agama Jombang bernama H. Muh. Nur, S.H.
sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 04 Juli 2022 namun
berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Juli 2022 mediasi yang dilakukan
terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka proses persidangan dilanjutkan diluar hadirnya
Tergugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A.Surat
1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor OYYYYYYYY atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jogoroto
Kabupaten Jombang tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK YYYYYYYYYY atas nama Penggugat
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Jombang tanggal 14 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
B. Saksi
1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah
pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat selain itu Tergugat sering berkata kasar ketika cekcok mulut
dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Mei 2021;
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- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah
pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa sejak awal 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai goyah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang di
berikan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Mei 2021;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap
pada gugatannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon
putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan
pada yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan
dengan seadil-adilnya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jis Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal
49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makan
Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan
kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di
persidangan dan untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR jis Pasal 31 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta telah ditempuh upaya
mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator
Pengadilan Agama Jombang H. Muh. Nur, S.H., akan tetapi upaya-upaya tersebut
tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan sudah
tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan
bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan

Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
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karena Tergugat yang tidak jujur dalam masalah ekonomi karena Penggugat kerja
membantu Tergugat (jualan Pentol) sehingga Penggugat tidak bisa dan tidak
dapat mempunyai uang sendiri, sikap Tergugat yang jika tengkar dan marah selalu
memukul Pengggugat dan sering berkata yang menyakitkan hati Penggugat.
Sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan
Tergugat, sehingga alasan perceraian Penggugat dikualifikasi sebagaimana
dimuat oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka proses persidangan dilanjutkan diluar hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus
(lex specialis derogat lex generalis), maka harus ada cukup alasan sebagaimana
maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, dan selain itu diperlukan untuk mendengar keterangan dari pihak
keluarga atau orang-orang yeng dekat dengan Penggugat maupun Tergugat
sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan
tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan
kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak setempat tinggal lagi dalam kurun waktu yang relatif
lama sampai perkara ini diperiksa, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran
dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah
dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai
suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan
kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang
kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang
sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga diduga kuat
berkeinginan yang sama, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan
lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan
Kartu Tanda Penduduk (sebagaimana bukti Kode P.1 dan P.2), bukti tersebut telah
di nazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti
tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat juga telah
mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama Siti Umi Syayidah
binti Moh. llyas dan Moh. Fauzan bin Dawud, para saksi tersebut adalah orang
dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah
dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan
pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai bukti (P.1)
serta keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah maka telah nyata dan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai
dengan bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan 2 orang saksi
dibawah sumpah maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di
Jombang, sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan
Agama Jombang;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan
Penggugat yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami istri sah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
namun sejak bulan awal 2020 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara

terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga Penggugat
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merasa sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang
berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 hingga
sekarang tidak ada hubungan layaknya suami istri dan keluarga sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah
diuraikan tersebut diatas, keterangan mana telah sesuai dan menguatkan dalil
gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti
berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang
diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan
sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak awal tahun
2020;

3. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mai 2021,

4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
merujuk pada kaedah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak
serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka
apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, (Vide Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994), Majelis Hakim telah
menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
dibina, sejak awal tahun 2020 hingga kini sudah tidak harmonis lagi, karena
keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan
perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada
pisah tempat tinggal sejak Mei 2021, yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis
Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang

menimpa Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat
secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim
menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan
telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur,
sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena
mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat
membawa maslahat atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan
mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud
jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan
yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih
sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak
akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan
menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-
Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan
terbukti pula adanya alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz I
halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang
berbunyi:

sVl oS ol W iclgl az gl ainn wiolaldl sl lalges cains 59

oVl e islall e g loglliol (Hu b uinnll plgs axs HUas V oo

Artinya :  “Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat
lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak
mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada
istrinya”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum,
sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sedangkan Penggugat dan Tergugat
sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dangan
talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Jombang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal
25 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. sebagai Ketua
Majelis, Harmoko Lestaluhu, S.H.l.,, M.H. dan Hasan Ashari, S.H.l. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota dan dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1660/Pdt.G/2022/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoko Lestaluhu, S.H.l., M.H. Fatha Aulia Riska, S.H.l., S.H.

Hasan Ashari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Arif Yudisaputro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- ATK Perkara ' Rp. 75.000,00
- Panggilan ' Rp. 700.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi . Rp. 10.000,00
- Materai . Rp. 10.000,00
Jumlah . Rp. 845.000,00

(delapan ratus sembilaﬁ puluh lima ribu rupiah).
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